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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 14 Nomor 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum
perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

www.peraturan.go.id



2015, No.456 2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik;

14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014
tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang
bertugas melaksanakan Pemilu.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,
selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara
Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota,
adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di
kabupaten/kota.

5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non
elektronik.
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6. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan
penyelenggaraan Pemilu, serta Informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

7. Informasi Pemilu adalah Informasi yang dihasilkan dalam setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR DPD dan DPRD dan
Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur Bupati dan
Walikota sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat
PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan Informasi di KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum,
atau KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan
Informasi Publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

13. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
adalah Informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk
diumumkan secara rutin, teratur, dan dilakukan paling singkat 6
(enam) bulan sekali.

14. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah Informasi
yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang
banyak dan ketertiban umum di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

15. Informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah Informasi yang telah
dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota serta telah dinyatakan terbuka untuk
diInformasikan kepada masyarakat sebagai Informasi Publik yang
dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
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16. Informasi yang dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat
diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan ini.

17. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang
timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat dengan
mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik
dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada
membukanya atau sebaliknya.

18. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu
Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon
Informasi Publik.

19. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

Asas layanan dan penyampaian Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah:

a. Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna Informasi Publik;

b. Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi
Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara
sederhana;

c. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan
rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan
umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekuensi.

Pasal 3

Tujuan layanan Informasi Publik adalah:

a. menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi
Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota;

c. meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk
berpartisipasi dalam Pemilu;

d. mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
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